SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Menimbang

Mengingat

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa berdasarkan hasil  verifikasi dan  validasi

permohonan izin pemberian Tambahan Penghasilan kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 oleh
Kementerian Dalam Negeri, terdapat beberapa kriteria
pemberian tambahan penghasilan pegawai pada jabatan-
jabatan tertentu yang perlu untuk disesuaikan, maka
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

o 1.

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pememerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;


https://drive.google.com/file/d/0B8ybTbhOvYmpMVViTDJDSFRNaGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8ybTbhOvYmpMVViTDJDSFRNaGc/view?usp=sharing

Menetapkan :

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);

13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor
10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 10) diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 2022

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.
ETIK SURYANI
Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.
WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUKOHARJO

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

JABATAN ASN YANG

KRITERIA MENERIMA KETERANGAN
Beban Kerja Semua Jabatan Sesuai
kemampuan

keuangan Daerah

Prestasi Kerja Tidak ada

Tempat Bertugas Tidak Ada

Kondisi Kerja a. Semua Jabatan pada | Sesuai
Sekretariat Daerah kemampuan
keuangan Daerah

b. Semua Jabatan pada
Inspektorat

c. Semua Jabatan pada
Satuan Polisi Pamong
Praja

d. Semua Jabatan pada
Badan Keuangan Daerah

e. Semua Jabatan pada

Badan Perencanaan,
Penelitian dan
Pengembangan Daerah

f. Lurah

g. Ajudan

h. Pengemudi VIP

Pelaksana Kelas 1

[

Pelaksana Kelas 2

k. Pelaksana Kelas 3

—.

1. Pelaksana Kelas 4

Kelangkaan Profesi | Sekretaris Daerah Sesuai
kemampuan
keuangan Daerah




NO. | KRITERIA JABATAN PNS YANG | KETERANGAN
MENERIMA
6. | Pertimbangan . Pokja Pengadaan | Besaran TPP
Obyektif Lainnya Barang/Jasa dan Pejabat | ditetapkan dengan

Pengadaan pada Bagian

Keputusan Bupati

Pengadaan Barang dan
Jasa Sekretariat Daerah
. Jabatan PNS pada | Diberikan sesuai
Perangkat Daerah | dengan ketentuan
pengelola pendapatan | peraturan
Daerah. perundang-
undangan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI
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